BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Karya
1. Definisi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman yang dipakai
untuk menjamin kelancaran aktivitas operasional perusahaan atau instansi
(Sailendra, 2015). Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah panduan
atau referensi untuk menjalankan tugas pekerjaan dengan memperhatikan
fungsi serta penilaian kinerja instansi pemerintah yang didasarkan pada
indikator teknis, administratif dan prosedural yang sejalan dengan tata kerja,
prosedur kerja, sistem kerja pada unit yang berkaitan (Atmoko, 2012). Dari
beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, Standar Operasional
Prosedur (SOP) merupakan sebuah pedoman atau panduan yang digunakan
instansi atau perusahaan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan
memperhatikan fungsi penilaian kinerja. Dengan adanya SOP, akan membantu
dan mempermudah perusahaan dalam mencapai tujuan.

2. Tujuan SOP

Menurut Ekotama (2015), Tujuan dibuatnya Standar Operasional
Prosedur adalah guna menyederhanakan pekerjaan agar tidak hanya terfokus
pada intinya, tetapi tepat dan cepat. Sedangkan menurut Purnamasari (2015),
fungsi dan tujuan dari SOP yaitu, mengetahui dengan jelas fungsi dan peran
tiap-tiap kedudukan dalam suatu organisasi, menjaga tingkat kinerja yang
konsisten pada tiap-tiap unit kerja, membangun kedisiplinan terhadap seluruh
anggota organisasi baik dalam organisasi atau perusahaan serta

mempermudah tugas atau pekerjaan dari pegawai.
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Menurut Hartatik (2014), tujuan dari Standar Operasional Prosedur (SOP)
yaitu untuk mencegah kegagalan dan kesalahan, sehingga dapat menghindari
serta mengurangi konflik, keraguan dan pemborosan dalam pelaksanaan
kegiatan. SOP juga berperan sebagai parameter untuk menilai kualitas
pelayanan serta sebagai jaminan penggunaan sumber daya yang efektif dan
efisien. Selain itu, SOP juga menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung
jawab dari petugas yang saling berkaitan. Tujuan SOP merupakan suatu
dokumen yang nantinya akan mempertegas dan melakukan penilaian terkait
jalannya proses Kkerja apabila terdapat suatu kesalahan atau dugaan
malpraktek dan kesalahan-kesalahan administratif lainnya, sehingga bersifat
sebagai penjaga rumah sakit dan petugas. SOP juga digunakan dalam
pelatihan. Tujuan SOP yaitu dokumen sejarah apabila telah terbit revisi SOP
yang baru.

Menurut Nur’Aini (2016), tujuan pembuatan SOP adalah sebagai berikut.

a. Konsistensi

SOP disusun untuk memastikan setiap pelaksana, petugas, atau
pegawai memahami standar yang telah ditetapkan agar mereka dapat
mempertahankan konsistensi dan tingkat kinerja tim atau individu.
b. Kejelasan Tugas

SOP disusun untuk memastikan bahwa setiap pelaksana, petugas
atau pegawai memahami sepenuhnya peran dan fungsi dari masing-masing
posisi di dalam organisasi.
c. Kejelasan Alur

SOP dapat menggambarkan alur tugas, tanggung jawab serta
kewenangan yang berkaitan dengan setiap pelaksana, karyawan atau staf.
d. Melindungi Organisasi

Secara tidak langsung, SOP disusun dengan maksud untuk
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melindungi keberlangsungan organisasi atau unit kerja, serta para petugas
atau pegawai dari tindakan atau kesalahan yang berasal dari administrasi
atau faktor lain yang dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup
organisasi.
e. Meminimalisasi Kesalahan

Dengan kejelasan tugas, urutan Kkerja, tanggung jawab, serta
kewenangan, maka setiap pelaksana, pegawai petugas dapat mengurangi
atau menghindari kesalahan, ketidakpastian, kegagalan dan duplikasi dalam
menjalankan tugas.
f. Efisiensi

SOP (Standar Operasional Prosedur) disusun dengan harapan untuk
meningkatkan efisiensi semua pekerjaan. Harapannya, semua kegiatan
kerja dapat terselesaikan dengan lebih cepat, akurat dan sesuai dengan
tujuan atau hasil yang diinginkan dengan bantuan SOP yang telah
disediakan.
g. Penyelesaian Masalah

Standar Operasional Prosedur (SOP) memuat ketentuan dan
pembatasan tertentu yang dalam praktiknya dapat mengakibatkan
permasalahan antar karyawan yang berlarut-larut. Selain memerlukan
intervensi dari atasan atau supervisor, SOP juga dapat dijadikan panduan
agar setiap karyawan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan, yaitu patuh terhadap aturan dan pembatasan yang
terdapat dalam SOP.
h. Batasan Pertahanan

Terkadang banyak pihak luar yang semena-mena ingin mengetahui
informasi yang sangat rahasia bagi perusahaan. Misalnya, seorang ahli riset

yang ingin melakukan studi mengenai perilaku kerja dari sebuah instansi.
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Dengan adanya prosedur yang telah ditetapkan, maka para peneliti harus

menyelesaikan beberapa prosedur administratif. Mereka tidak dapat

langsung mengunjungi departemen atau unit tertentu.

Penggunaan pedoman umum penyusunan SOP bertujuan untuk

mendorong setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Agama

untuk menyusun SOP baik dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi maupun dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. SOP yang disusun oleh setiap satuan organisasi

atau kerja di lingkungan Kementerian Agama ini diharapkan:

1) Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses
pelaksanaan suatu tugas.

2) Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan
kemudahan pengendalian.

3) Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi
aparatur.

4) Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan
dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan.

5) Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang
dilakukan oleh aparatur pemerintah secara proporsional.

6) Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat
sebagai penerima layanan mengenai hak dan kewajibannya.

3. Manfaat SOP

Adapun dampak atau manfaat adanya SOP bagi perusahaan menurut

Sailendra (2015) yaitu :

a.

b.

Menjaga konsistensi dalam melaksanakan sebuah prosedur kerja
Merupakan salah satu alat latihan dan tolak ukur kinerja pegawai atau
karyawan

Mengurangi kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan

. Menghasilkan efisiensi waktu, karena seluruh proses kerja sudah
tersusun rapi dalam sebuah dokumen tertulis.

Standar Operasional Prosedur yang diterapkan dengan baik dan benar,

dapat memperoleh manfaat bagi instansi atau perusahaan, berikut manfaat

Standar Operasional Prosedur.

a. Mengurangi kesalahan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan

b. Berfungsi sebagai alat perlindungan bagi pegawai dari kemungkinan
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tuntutan hukuman karena dituduh melaksanakan penyimpangan

c. Menghindari tumpang tindih pengerjaan tugas

d. Memberikan informasi tentang beban kerja yang diemban ooleh seorang
pegawai dalam menjalankan tugasnya

e. Meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab individu seorang pegawai serta instansi secara menyeluruh

f. Menjamin konsistensi layanan terhadap konsumen, baik dari segi
kualitas, waktu dan prosedur

g. Memberikan informasi untuk meningkatkan kompetensi pegawai

h. Memberikan informasi terkait kualifikasi kompetensi yang wajib dimiliki
oleh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

i. Mempermudah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam
pembuatan standar pelayanan dan sekaligus memberikan informasi bagi
kinerja layanan.

Kemudian manfaat SOP dalam Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama sebagai berikut.

a. Standardisasi cara yang harus dilakukan dalam menyelesaikan
pekerjaan, mengurangi kesalahan atau kelalaian.

b. Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat
berlangsung sebagaimana mestinya.

c. Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses.

d. Meningkatkan  akuntabilitas dengan  melaporkan  dan
mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas.

e. Memberikan cara konkrit untuk perbaikan kinerja.

f. Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan
tumpang tindih.

g. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri.

h. Membantu  mengidentiflkasi apabila terjadi kesalahan
prosedural.

i. Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan
memudahkan langkah perbaikan.
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4. Jenis-jenis SOP

Jenis atau tipe SOP dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama sebagai berikut.

a. SOP Teknis (Technical SOP)

SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan

bersifat teknis. Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti

sehingga tidak ada kemungkinan variasi lain. SOP teknis ini pada
umumnya dicirikan dengan:

1) Pelaksana prosedur (aktor) bersifat tunggal, yaitu satu orang
atau satu kesatuan tim kerja;

2) Berisi cara melakukan pekerjaan atau langkah rinci
pelaksanaan pekerjaan.

SOP ini biasanya diterapkan dalam penyelenggaraan
kegiatan administrasi di lingkungan Kementerian Agama,
antara lain pada bidang pemeliharaan sarana dan prasarana,
keuangan (auditing), kearsipan, korespondensi, dokumentasi,
pelayanan kepada masyarakat, dan-kepegawaian.

b. SOP Administratif (Administratif SOP)

SOP administratif adalah standar prosedur yang disusun bagi

jenis pekerjaan yang bersifat administratif, yaitu pekerjaan yang

dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau pekerjaan yang
melibatkan banyak orang, dan bukan merupakan satu kesatuan
yang tunggal (tim, panitia). SOP ini dapat diterapkan pada
pekerjaan yang menyangkut urusan  kesekretariatan

(adminitratif) pada unit-unit pendukung (supporting units) dan

urusan teknis (substantif) pada unit-unit teknis (operating units).
SOP administratif ini pada umumnya dicirikan dengan:

a) Pelaksana prosedur (aktor) berjumlah banyak (lebih dari satu
orang) dan bukan merupakan satu kesatuan yang tunggal;

b) Berisi tahapan pelaksanaan pekerjaan atau langkah-langkah
pelaksanaan pekerjaan yang bersifat makro ataupun mikro
yang tidak menggambarkan cara melakukan pekerjaan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, jenis SOP administratif

melingkupi pekerjaan yang bersifat makro dan mikro. Yang

dimaksud dengan SOP administratif makro adalah SOP
administrasi yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan yang
bersifat makro yang melingkupi beberapa pekerjaan yang
bersifat mikro yang berisi langkah-langkah pekerjaan yang lebih
rinci, sedangkan SOP administrasi yang bersifat mikro adalah

SOP administrasi yang merupakan bagian dari SOP administrasi

makro yang membentuk satu kesinambungan aktivitas.

5. Dasar Penyusunan SOP
Menurut Atmoko (2011), dasar penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut.
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a. Analisis Sistem dan Prosedur Kerja

Analisis sistem dan prosedur kerja merupakan aktivitas untuk
mengidentifikasi fungsi-fungsi inti dalam suatu pekerjaan, serta prosedur-
prosedur yang dibutuhkan dalam melakukan peran sistem serta prosedur
kerja. Sistem merupakan gabungan elemen atau unit yang saling berkaitan
dan memengaruhi satu sama lain dengan cara yang sama sehingga
terbentuk secara keseluruhan, beroperasi, berfungsi, bergerak dengan
keseimbangan yang didukung oleh beberapa prosedur yang diperlukan,
sementara prosedur ialah rangkaian tindakan atau aktivitas yang
direncanakan untuk menangani tugas yang berulang dengan metode yang
serupa dan terintegrasi.
b. Analisis Tugas

Analisis tugas adalah sebuah proses manajemen yang berupa evaluasi
terpenrinci dan sistematis terhadap suatu pekerjaan. Oleh karena itu, analisa
tugas dibutuhkan pada setiap langkah perencanaan serta perbaikan
organisasi. Tujuan dari analisa tugas adalah untuk memberikan informasi
mengenai pekerjaan, karakteristik pekerjaan, tanggung jawab dari pejabatan
yang bersangkutan serta persyaratan jabatan.
c. Analisis Prosedur Kerja

Analisis prosedur kerja merupakan tindakan untuk menentukan
rangkaian tindakan kerja yang terkait dengan apa yang dikerjakan,
bagaimana dilakukan, di mana dilakukan, kapan dilakukan, dan oleh siapa
dilakukan. Metode ini diperoleh dengan merencanakan berbagai langkah

yang dianggap penting untuk menjalankan tugas.
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6. Asas-asas Penyusunan SOP

Asas Pembakuan SOP disusun berdasarkan tata cara dan bentuk yang

telah dibakukan sehingga dapat menjadi acuan yang baku dalam melakukan

suatu tugas.

a.

Asas Pertanggungjawaban

SOP yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari
sisi isi, bentuk, prosedur, standar yang ditetapkan maupun dari
sisi keabsahannya.

. Asas Kepastian

Adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara aparatur
selaku pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima
layanan sehingga masing-masing pihak mempunyai tanggung
jawab yang sama.

Asas Keterkaitan

Bahwa dalam pelaksanaannya SOP senantiasa terkait dengan
kegiatan administrasi umum lainnya baik secara langsung
ataupun tidak langsung.

. Asas Kecepatan dan Kelancaran

Sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas, maka SOP
dapat digunakan untuk menjamin terselesaikannya suatu tugas
pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, tepat
sasaran, menjamin kemudahan dan kelancaran secara prosed
ural.

Asas Keamanan

Pelaksanaan SOP harus dapat menjamin kepentingan semua
pihak yang terlibat dalam tugas sesuai dengin apa yang telah
ditetapkan sehingga dapat tercipta kenyamanan dalam
pelaksanaan tugas.

Asas Keterbukaan

Keberadaan SOP dapat menciptakan transparansi daram
peraksanaan tugas sehingga tidak akan muncul kecurigaan baik
dari aparatur sebagai pemberi layanan maupun masyarakat
sebagai penerima layanan.

7. Prinsip Penyusunan SOP

Prinsip yang harus menjadi perhatian daram penyusunan SOP yaitu

memenuhi unsur-unsur: spesifik, dapat diukur, mudah diterapkan, relevan, dan

ada batas waktu, serta mudah dilacak, yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

a.

SOP mudah harus ditulis secara jelas, sederhana dan tidak
berbelit-belit sehingga dimengerti dan diterapkan untuk satu
kegiatan tertentu;

. SOP harus dapat menjadi pedoman yang terukur baik mengenai

norma hasir kerja yang tepat dan akurat maupun rincian biaya
pelayanan dan tatacara pembayaran bila diperlukan adanya
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biaya pelayanan.

c. SOP harus dapat memberikan kejelasan melaksanakan kapan
dan siapa yang harus melaksanakan kegiatan, berapa lama
waktu yang dibutuhkan dan sampai dimana tanggung jawab
masing-masing pejabat/pegawai.

d. SOP harus mudah dirumuskan dan selalu bisa menyesuaikan
dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan yang berlaku.

e. SOP harus dapat menggambarkan alur kegiatan yang mudah
ditelusuri jika terjadi hambatan.

8. Ruang Lingkup SOP

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun
2010, ruang lingkup SOP meliputi berbagai prosedur pelaksanaan kegiatan
tugas dan fungsi atau prosedur pemberian layanan baik intern di lingkungan
Kementerian Agama maupun ekstern kepada masyarakat atau kepada instansi
pemerintah yang lain yang dilakukan oleh satuan organisasi kerja di lingkungan
Kementerian Agama. Sedangkan ruang lingkup Pedoman Penyusunan SOP ini
meliputi tipe, format, dokumen, muatan, penetapan, SOP, dan langkah-langkah
penyusunan, serta standar pelayanan.
9. Format Standar Operasional Prosedur

Empat faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format
penyusunan SOP yang akan dipakai oleh suatu organisasi dalam Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 adalah:

a. Berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu
prosedur;

b. Berapa banyak langkah dan sub langkah yang diperlukan dalam
suatu prosedur;

c. Siapa yang dijadikan target sebagai pelaksana SOP; dan

d. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan SOP ini.
Format terbaik SOP adalah format yang sederhana dan dapat
menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara tepat serta
memfasilitasi implementasi SOP secara konsisten sesuai
dengan tujuan penyusunan SOP.

1) Format Umum SOP
Secara umum Format SOP dapat kita kategorikan ke dalam
empat jenis, yaitu:
a) Langkah sederhana (Simple Steps)
Simple steps adalah bentuk SOP yang paling sederhana.
SOP ini biasanya digunakan jika prosedur yang akan
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disusun hanya memuat sedikit kegiatan dan memerlukan
sedikit keputusan yang bersifat sederhana.

Tahapan berurutan (Hierarchical Steps)

Hierarchical Steps ini merupakan format pengembangan
dari simple steps. Format ini digunakan jika prosedur yang
disusun panjang, lebih dari 10 langkah dan membutuhkan
informasi lebih detail, akan tetapi hanya memerlukan
sedikit pengambilan keputusan.

Grafik (Graphic)

Format Grafik (graphic) dipilih, jika prosedur yang disusun
menghendaki kegiatan yang panjang dan spesifik. Dalam
format ini proses yang panjang tersebut dijabarkan ke
dalam sub-sub proses yang lebih pendek yang hanya
berisi beberapa langkah.

Diagram Alir (Flowcharts)

Flowcharts merupakan format yang biasa digunakan jika
dalam SOP tersebut diperlukan pengambilan keputusan
yang banyak (kompleks) dan membutuhkan opsi jawaban
(alternatif jawaban) seperti: jawaban “ya” atau “tidak”,
“lengkap” atau “tidak”, “benar” atau “salah”, dsb. yang akan
mempengaruhi sub langkah berikutnya. Format ini juga
menyediakan mekanisme yang mudah untuk diikuti dan
dilaksanakan oleh para pelaksana (pegawai) melalui
serangkaian langkah-langkah sebagai hasil dari keputusan
yang telah diambil. Penggunaan format ini melibatkan
beberapa simbol yang umum digunakan dalam
menggambarkan proses (umumnya berjumlah 30 simbol).
Simbol-simbol tersebut memiliki fungsi yang bersifat khas
(teknis dan khusus) yang pada dasarkan dikembangkan
dari simbol dasar flowcharts (basic symbols of flowcharts)
yang terdiri dari 4 (empat) simbol, yaitu simbol kapsul
(terminator), simbol kotak (process), simbol belah ketupat
(decision) dan anak panah (arrow). Format SOP dalam
bentuk flowcharts ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: Linear
Flowcharts (diagram alir linier) dan Branching Flowcharts
(diagram alir bercabang). Linear Flowcharts dapat
berbentuk vertikal dan horizontal. Ciri utama dari format
linear flowcharts ini adalah ada unsur kegiatan yang
disatukan, yaitu: unsur kegiatan atau unsur pelaksananya
dan menuliskan rumusan kegiatan secara singkat di dalam
simbol yang dipakai. SOP format ini umumnya dipakai
pada SOP vyang bersifat teknis. Sedangkan Format
Branching Flowcharts memiliki ciri utama dipisahkannya
unsur pelaksana dalam kolom-kolom yang terpisah dari
kolom kegiatan dan menggambarkan prosedur kegiatan
dalam bentuk simbol yang dihubungkan secara
bercabang-cabang. Dalam format ini simbol yang
digunakan tidak diberi tulisan rumusan singkat kegiatan.
Tulisan hanya diperlukan untuk memberi penjelasan pada
simbol kegiatan yang merupakan pengambilan keputusan
(simbol “decision” atau belah ketupat). SOP format ini
umumnya dipergunakan untuk SOP Administratif.
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Gambar 1

Diagram Alir (Flowchart)

Simbol
Kapsul/Terminator

Untuk mendeskripsikan kegiatan
mulai dan berakhir

Simbol Kotak/ Process Untuk mendeskripsikan kegiatan

eksekusi

Simbol Belak Ketupat Untuk mendeskripsikan kagiatan

.- pengambilan keputusan
Decision

Simbol Anak
Panah/Arrow

Untuk  mendeskripsikan  arah
legiatan (arah proses kegiatan)

Simbol Segilima/Off-
Page Connector

Untuk mendeskripsikan hubungan
antar simbol yang berbda halaman

A~ ¢ 00

Sumber : PERMENPAN NOMOR 35 TAHUN 2012

2) Format SOP AP

Format SOP AP vyang dipersyaratkan dalam Kebijakan

Reformasi Birokrasi memiliki format yang telah distandarkan

tidak seperti format SOP pada umumnya. Adapun format SOP

AP yang dipergunakan dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi

adalah sebagai berikut:

a) Format Diagram Alir Bercabang (Branching Flowcharts)
Format yang dipergunakan dalam SOP AP adalah format
diagram alir bercabang (branching flowcharts) dan tidak ada
format lainnya yang dipakai.

b) Menggunakan hanya Lima Simbol Flowcharts
Simbol yang digunakan dalam SOP AP hanya terdiri dari 5
(lima) simbol, yaitu: 4 (empat) simbol dasar flowcharts (Basic
Symbol of Flowcharts) dan 1 (satu) simbol penghubung ganti
halaman (Off-Page Conector). Kelima simbol yang
dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut:

(1)Simbol  Kapsul/Terminator untuk mendeskripsikan
kegiatan mulai dan berakhir;

(2)Simbol Kotak/Process untuk mendeskripsikan proses
atau kegiatan eksekusi;

(3)Simbol Belah Ketupat/Decision untuk mendeskripsikan
kegiatan pengambilan keputusan;

(4)Simbol Anak Panah/Arrow untuk mendeskrpsikan arah
kegiatan (arah proses kegiatan);

(5)Simbol Segilima/Off-Page Connector untuk
mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda
halaman.

c) Pelaksana dipisahkan dari kegiatan
Penulisan pelaksana dalam SOP AP ini dipisahkan dari
kegiatan. Oleh karena itu untuk menghindari pengulangan
yang tidak perlu dan tumpang-tindih (overlapping) yang tidak
efisien maka penulisan kegiatan tidak disertai dengan
pelaksana kegiatan (aktor) dan dipisahkan dalam kolom
pelaksana tersendiri.



20

10. Langkah-langkah Penyusunan SOP

Langkah-langkah penyusunan SOP dalam Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama adalah
sebagai berikut.

Prosedur penyusunan SOP merupakan sebuah siklus, yang
dimulai dari penilaian kebutuhan SOP (SOP Need
Assessment), pengembangan SOP (SOP Development),
penerapan SOP (SOP Implementation), hingga monitoring dan
evaluasi SOP (SOP Monitoring and Evaluation) dan jika dari
hasil evaluasi perlu dilakukan penyempurnaan ataupun
pembuatan SOP yang baru, maka proses dimulai kembali dari
tahapan penilaian kebutuhan SOP.

a. Penilaian Kebutuhan SOP

Penilaian kebutuhan adalah proses awal penyusunan

SOP yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan

SOP yang akan disusun. Bagi organisasi yang sudah

memiliki SOP, maka tahapan ini merupakan tahapan untuk

melihat kembali SOP yang sudah dimilikinya dan
mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan.

Bagi organisasi yang sama sekali belum memiliki SOP,

maka proses ini merupakan proses identifikasi SOP yang

dibutuhkan.

1) Tujuan Penilaian Kebutuhan
Penilaian kebutuhan SOP bertujuan untuk mengetahui
tingkat  kebutuhan  suatu  organisasi  dalam
mengembangkan SOP yang dimilikinya. Penilaian
kebutuhan akan sangat bermanfaat dalam menentukan
ruang lingkup, jenis, dan jumlah SOP yang dibutuhkan.

2) Aspek yang mempengaruhi penilaian kebutuhan

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ketika

melakukan penilaian kebutuhan, yaitu:

a) Lingkungan Operasional, semakin besar organisasi,
semakin luas ruang lingkup penilaian kebutuhan, baik
yang bersifat internal maupun eksternal.

b) Peraturan Perundang-undangan, keberadaan
Peraturan perundang-undangan mempengaruhi
penyusunan SOP, mulai dari undang-undang, dan
turunannya sampai kepada peraturan/keputusan
menteri.

c) Kebutuhan Organisasi dan Stakeholders, penilaian
kebutuhan organisasi dan stakeholders berkaitan erat
dengan skala prioritas terhadap prosedur-prosedur
yang harus distandarkan, karena perubahan struktur
organisasi dan tugas dan fungsi, serta desakan
stakeholders yang menginginkan perubahan kualitas
layanan.
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3) langkah-langkah Penilaian Kebutuhan

a) Menciptakan Komitmen Pimpinan
Penyusunan SOP memerlukan komitmen yang kuat
dari semua unsur pimpinan organisasi, memiliki
ketegasan, mau menerima dan melakukan
perubahan.

b) Menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan
Pelaksanaan penilaian kebutuhan yang menyeluruh
dapat menjadi sebuah proses yang cukup padat dan
memakan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu
perlu disusun sebuah rencana dan target yang jelas,
serta pembagian tugas siapa melakukan apa.

¢) Melakukan penilaian kebutuhan
1. Satuan organisasi/kerja yang telah memiliki SOP,

harus  dilakukan  penyempurnaan  secara
berkesinambungan, dimulai dari: Melihat kembali
informasi yang diperoleh dari hasir evaruasi,
terutama terhadap hal yang tidak relevan dari
SOP tersebut. Melakukan identifikasi terhadap
kegiatan yang belum tercakup SOP baik karena
perubahan struktur maupun karena terlewatkan.

2. Satuan organisasi/kerja yang belum memiliki

SOP, penilaian kebutuhan dimulai dengan:
Mempelajari aspek lingkungan operasional,
peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis
maupun dokumen-dokumen internal organisasi
yang memberikan pengaruh terhadap proses
organisasi. Proses akan menghasilkan kebutuhan
sementara mengenai sop apa yang perlu dibuat.

d) Membuat daftar SOP yang akan dikembangkan
Berdasarkan hasil penilaian di atas dibuat daftar sop
yang akan disusun maupun yang akan
disempurnakan, dengan memperhatikan.

1. Dampak yang akan terjadi, baik secara internal
maupun eksternal, apabila SOP ini dikembangkan
dan diimplementasikan;

Keterkaitan dengan tugas dan fungsi;

Keterkaitan dengan peraturan perundang-

undangan;

4. Keterkaitan  dengan pelayanan kepada
masyarakat vs stakeholders;

5. Keterkaitan dengan prosedur lainnya.

wnN

b. Pengembangan SOP
Sebagai standar yang akan dijadikan acuan dalam
proses pelaksanaan tugas keseharian organisasi, maka
pengembangan SOP bukan kegiatan yang langsung
jadi (instan), tetapi memerlukan peninjauan berulang
kali sebelum akhirnya menjadi SOP yang valid dan
reliable. Pengembangan SOP meliputi tujuh tahapan
proses kegiatan yaitu: pembentukan tim, pengumpulan
informasi, identifikasi prosedur dan alternatifnya,
analisis dan pemilihan alternatif, penulisan SOP,
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pengintegrasian SOP, pengujian dan reviu SOP dan
pengesahan SOP.

. Pengesahan SOP

SOP yang sudah diuji dan direviu disampaikan kepada
pimpinan satuan kerja/organisasi. Untuk mendapatkan
pengesahan. Proses pengesahan merupakan tindakan
pengambilan keputusan oleh pimpinan, meliputi
penelitian dan evaluasi terhadap prosedur yang
distandarkan. SOP yang akan disahkan harus memuat
ringkasan eksekutif untuk membantu pimpinan
memahami hasil rumusan sebelum melakukan
pengesahan.

. Penerapan SOP

Penerapan SOP dalam praktek penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi merupakan langkah selanjutnya
setelah secara formal ditetapkan oleh pimpinan
organisasi. Proses penerapan harus dapat memastikan
bahwa output yang dikehendaki dapat diwujudkan yaitu:

1) Setiap pelaksana mengetahui SOP yang baru
disusun dan alasan perubahannya.

2) Salinan/kopi SOP disebarluaskan sesuai kebutuhan
dan siap diakses oleh semua pengguna potensial.

3) Setiap pelaksana mengetahui perannya dalam SOP
dan dapat menggunakan semua pengetahuan dan
kemampuan yang dimiliki untuk menerapkannya
secara aman dan efektif (termasuk pemahaman
akan akibat yang akan terjadi bila gagal dalam
melaksanakan SOP).

4) Ada mekanisme untuk memonitor/memantau kinerja,
mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin
timbul, dan menyediakan dukungan dalam proses
penerapan SOP.

. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP

Pelaksanaan penerapan SOP harus secara terus
menerus dipantau sehingga proses penerapannya
dapat berjalan dengan baik. Berbagai masukan dalam
setiap upaya monitoring akan menjadi bahan yang
berharga dalam melakukan evaluasi sehingga
penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan secara
cepat dan tepat sesuai kebutuhan.
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B. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan
1. Definisi Kinerja Pegawai

Secara umum kinerja diartikan sebagai keberhasilan seseorang dalam
melakukan pekerjaannya. Robbins (2015) menjelaskan bahwa kinerja adalah
hasil yang dicapai seorang karyawan dalam pekerjaannya berdasarkan kriteria
tertentu yang ditetapkan dalam pekerjaannya. Bastian (2001) menyatakan
bahwa kinerja adalah gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu
kegiatan atau program maupun kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran,
visi dan misi organisasi atau perusahaan yang tertuang dalam rumusan
rencana strategis organisasi. Mangkunegara (2015) menegaskan bahwa
kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan secara
kualitatif dan kuantitatif yang dilaksanakan oleh seseorang atau individu dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Selain
itu, menurut Seymour (Nurcahyo, 2015), kinerja merupakan aktivitas atau
pelaksanaan tugas yang bisa diukur. Sehingga dari pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang diperoleh atau dicapai
seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, visi dan misi perusahaan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2015) bahwa kinerja
berasal dari kata actual performance atau job performance vyaitu (prestasi
sesungguhnya atau prestasi kerja yang diwujudkan seseorang) merupakan
hasil kerja secara kuantitatif dan kualitatif yang diwujudkan seorang karyawan
atau pegawai dalam melakukan tanggung jawabnya berdasarkan tanggung
jawab yang dibebankan kepadanya. Menurut Sastrohadiwiryo (2013), kinerja
bergantung pada kemampuan bawaan (ability), kemampuan yang bisa
ditingkatkan (capacity), bantuan tercapainya performance (help), insentif materi

dan non materi (incentive), evaluasi (evaluation), dan lingkungan
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(environtment). Kinerja dipengaruhi oleh kualitas fisik individu seperti
(keserasian, pendidikan, keterampilan dan kemampuan), lingkungan
(mencakup insentif dan non insentif) serta teknologi. Menurut Wijono (2010),
kinerja karyawan biasanya adalah indikasi pencapaian yang telah diwujudkan
perusahaan atau organisasi dalam operasionalnya. Kinerja merupakan hal
yang sifatnya individual karena setiap pegawai mempunyai tingkat kemampuan
yang berbeda dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa
kinerja tergantung kepada perpaduan antara usaha, kemampuan dan peluang
yang diperoleh. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja
pegawai adalah suatu wujud kesuksesan individu dalam mewujudkan target
tertentu atau peran yang berasal dari tindakannya sendiri. Kinerja seorang
pegawai disebut baik apabila hasil kerja dari individu tersebut bisa melewati
target atau peran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Tujuan Penilaian Kinerja

Menurut Kasmir (2016) tujuan penilaian kinerja antara lain:
Untuk memperbaiki kualitas pekerjaan, keputusan penempatan,
perencanaan dan pengembangan Karir, kebutuhan pelatihan dan
pengembangan, penyesuaian kompensasi, inventori kompetensi
pegawai, kesempatan kerja adil, komunikasi efektif antara pimpinan
dan bawahan, budaya kerja dan menerapkan sanksi.
Menurut Sutrisno (2016) manfaat kinerja pegawai sebagai berikut.
a. Meningkatkan prestasi kerja
Dengan adanya evaluasi kinerja, baik atasan maupun bawahan
mendapatkan feedback dan mereka dapat meningkatkan kinerja mereka.
b. Memberikan kesempatan kerja yang adil
c. Evaluasi yang tepat dapat menjamin bahwa pegawai mendapatkan
kesempatan untuk menempati posisi pekerjaan yang sesuai dengan

kemampuan atau skill mereka.

d. Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan
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Dengan melewati evaluasi kinerja, ditemukan bahwa terdapat pegawai
yang memiliki keterbatasan dengan kemampuan kerjanya. Oleh karena itu,
diselenggarakan program pelatihan atau training untuk mengembangkan
kemampuan mereka.

e. Penyesuaian Kompetensi
Dengan melaksanakan evaluasi, pemimpin dapat membuat keputusan
untuk memperbaiki sistem dan pemberian kompensasi dan sebagainya.

f. Keputusan Promosi dan Demosi
Hasil evaluasi kinerja bisa dijadikan landasan dalam menetapkan kebijakan
untuk mendemosikan atau mempromosikan pegawai.

g. Mendiagnosis Kesalahan Desain Pekerjaan
Kinerja yang kurang baik menunjukkan adanya tanda kekurangan atau
kesalahan dalam perancangan tugas. Pengukuran Kkinerja dapat
mempermudah mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan tersebut.

h. Menilai Proses Rekrutmen dan Seleksi
Kinerja buruk dari pegawai baru dapat menunjukkan bahwa terjadi
pelanggaran dalam proses rekrutmen dan seleksi.

Dari pandangan para ahli yang telah dijelaskan dapat disimpulkan
bahwa penilaian kinerja sangat berguna dan bermanfaat untuk memahami
kemajuan seorang pegawai. Selain itu, bisa saja terdapat kekeliruan dalam
proses perekrutan dan pemilihan pegawai baru yang mau melamar
pekerjaan.

3. Manfaat Penilaian Kinerja
Menurut Sedermayanti (2017) menjelaskan bahwa manfaat kinerja
pegawai adalah sebagai berikut.
a. Meningkatkan prestasi kerja

Dengan penilaian kinerja, baik manajer maupun karyawan mendapatkan
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umpan balik yang berguna untuk memperbaiki pekerjaan atau
prestasinya.
. Memberikan kesempatan kerja yang adil
Penilaian kerja yang akurat dapat memastikan bahwa karyawan memiliki
kesempatan untuk menempati posisi yang sesuai dengan kemampuan
mereka.
. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan
Melalui penilaian kinerja, terdeteksi karyawan yang mempunyai
kemampuan yang rendah dan memerlukan pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan mereka.
. Penyesuaian kompensasi
Dalam melakukan penilaian kinerja, atasan bisa mengambil keputusan
dalam menetapkan perbaikan pemberian kompensasi dan lain lain.
. Keputusan promosi dan penurunan pangkat
Hasil dari penelitian kinerja bisa dipakai sebagai acuan untuk
mempromosikan atau menurunkan pangkat karyawan.
Menganalisis kesalahan dalam desain pekerjaan
Kinerja yang buruk dapat menunjukkan adanya kesalahan dalam desain
pekerjaan serta penilaian kinerja bisa membantu mengidentifikasi
kesalahan tersebut.
. Menilai proses rekrutmen dan seleksi
Kinerja karyawan baru yang buruk dapat menunjukkan adanya masalah
dalam proses rekrutmen dan seleksi.
Menurut Sutrisno (2016), penilaian kinerja dimanfaat manajemen
untuk :
a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien
melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan

dengan karyawan, seperti: promosi, transfer, dan
pemberhentian.
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c. Mengindentifikasikan kebutuhan pelatihan dan
pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria
seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai
bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.

e. Menyediakan suatu dasar bagi distibusi penghargaan.

Menurut Wibowo (2017) menyebutkan bahwa penilaian kinerja

dapat digunakan untuk :

a. Memperkenalkan perubahan termasuk perubahan budaya
organisasi.

b. Mendefenisikan tujuan, target, dan sasaran untuk priode
yang akan datang.

c. Memberi orang target yang tidak mungkin dapat dicapai,
sebagai alat untuk memecat dikemudian hari.

d. Memberikan gambaran bahwa organisasi dalam menantang
pekerjaan untuk memberikan kinerja tinggi.

e. Meninjau kembali kinerja yang lalu dengan maksud untuk

mengevaluasi dan mengaikat dengan pengupahan.

Melobi penilaian untuk kepentingan politis, dan bahkan akhir

yang meragukan.

Mendapat kesenangan khusus.

Menyepakati tujuan pengupahan.

Mengidentifikasi dan merencanakan membangun kekuatan.

Mengidentifikasi dan merencanakan membangun kekuatan

Membangun dialog konstruktif tentang kinerja yang dapat

dilanjutkan setelah diskusi penilaian.

.  Membangun dialog yang sudah ada antara manajer dengan
anak buahnya, dan

m. Menjaga perusahan atau pemegang saham utama senang
tetapi tanpa maksud menggunakan penilaian menjalankan
perusahaan.

—h

T T T

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa, penilaian
kinerja sangat penting untuk mengetahui kemajuan yang dicapai oleh
karyawan. Selain itu, mungkin saja terdapat kesalahan dalam proses
perekrutan dan seleksi calon karyawan yang ingin melamar pekerjaan.

4. Pentingnya Standar Operasional Prosedur Bagi Kinerja Pegawai

Standar Operasional Prosedur mempunyai peran penting dalam
menentukan hasil akhir suatu pekerjaan. SOP bisa diibaratkan sebagai buku
panduan yang diberikan ketika kita membeli suatu barang. Pembeli biasanya
sudah tahu kegunaan dan fungsi barang tersebut, sehingga mereka dapat

menggunakan barang tanpa harus membaca buku panduan terlebih dahulu.
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Namun, jika terdapat fitur yang dilupakan, buku panduan penggunaan barang
yang disertakan saat pembelian dapat menjadi referensi utama. Contohnya
juga terutama dalam tempat kerja, setiap karyawan pasti memiliki metode yang
berbeda ketika menyelesaikan tugas yang sama. Peristiwa ini terjadi karena
setiap individu mempunyai karakteristik yang unik serta sudut pandang yang
berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan standar yang jelas dan
terdefinisi dengan baik dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab agar
hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Terdapat pula tugas yang sangat baik apabila dikerjakan oleh pegawai
tertentu, namun ketika dilakukan oleh pegawai lain hasilnya menjadi kurang
memuaskan. Padahal pengetahuan dan kemampuan keduanya tidak jauh
berbeda. Salah satu faktornya, karena ketidakjelasan SOP saat menjalankan
tugas. Oleh karena itu, sebaiknya SOP didokumentasikan secara tertulis agar
semua pegawai dan atasan dapat membacanya serta mengawasi jika ada
kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. SOP sebaiknya
dibuat secara kolektif oleh semua pihak yang berkepentingan berdasarkan
proses kerja yang paling efektif. SOP juga harus dievaluasi secara teratur
sesuai dengan kebutuhan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Adanya SOP
akan membuat pegawai merasa lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya.

Dengan memberikan Standar Operasional Prosedur, setiap pegawai
akan mengurangi penggunaan waktu dan energi dalam program pelatihan
pegawai. Bisa saja perusahaan dapat menawarkan pelatihan selama satu
minggu. Namun, dengan kehadiran SOP akan membantu perusahaan dalam
memberikan petunjuk mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan di lapangan.
Standar Operasional Prosedur bisa membantu karyawan untuk menjadi mandiri
serta tidak tergantung pada campur tangan manajemen. Hal ini dapat

ditegaskan, karena dengan memiliki dan memahami SOP yang diterapkan di
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perusahaan, setiap pegawai dapat mengurangi keterlibatan pimpinan dalam
pelaksanaan penilaian kinerja sehari-hari. Oleh karena itu, pegawai dapat lebih
mandiri dan menentukan cara terbaik untuk bekerja tetapi tetap mengikuti SOP
yang berlaku di perusahaan.

Seperti yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Muhaling dkk
(2021) pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado, hasil dari penelitiannya
yaitu sudah terlihat jelas dan terstruktur sehingga menghasilkan rekomendasi
Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mengoptimalkan efektifitas dan
efisiensi kerja sehingga tercipta aktivitas pelayanan yang maksimal. Bukan
hanya dalam hal aktifitas pelayanan, akan tetapi hasil dari uji coba penelitian
juga menghasilkan kejelasan alur serta sumber daya manusia yang optimal
sehingga hal tersebut dapat mengurangi bahaya kehilangan berkas dan
keterlambatan pelayanan. Hasil penelitian tersebut juga sama dengan hasil
penelitian yang dilaksanakan oleh Luthfi dkk (2016) bahwa alur pelayanan teller
juga sangat baik dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
serta kualitas layanan teller bisa dinilai cukup baik dan mampu menjawab
ekspektasi, memenuhi kepuasan dan kebutuhan nasabah. Kemudian, dalam
penelitian yang dilakukan oleh Nasir dkk (2022) pada Poltekkes Kemenkes
Mamuju, hasil penelitiannya vyaitu adanya pengaruh penyuluhan
mengembangkan pengetahuan tenaga perawat di rumah sakit dalam
melaksanakan kepatuhan terhadap penerapan SOP memberikan penjelasan
bahwa adanya hubungan antara kepatuhan dengan pengetahuan dalam
melaksanakan hand hygiene. Bahwa dengan adanya SOP yang disusun
dengan baik dan dipatuhi sangat bermanfaat untuk mencapai pelayanan yang
bermutu bagi pasien.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Andhika dkk (2022)

pada Departemen Adminstrasi PT Bumen Redja Abadi, hasil penelitiannya
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yaitu, PT Bumen Redja Abadi telah memiliki dan menggunakan SOP dengan
baik karena telah diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari secara
konsisten di departemen administrasi. Hasil wawancara dan observasi
memperlihatkan bahwa SOP telah disosialisasikan, dibagikan serta dimiliki oleh
masing-masing karyawan. Selain itu, karyawan juga terlihat sudah cukup baik
dalam memahami SOP tersebut dan dijadikan sebagai acuan terkait apa yang
harus dikerjakan dalam instansi tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah
dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur
(SOP) sangat penting dan bermanfaat bagi sebuah instansi atau perusahaan
dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, penelitian ini akan menghasilkan 5 Standar Operasional
Prosedur (SOP) berupa :
1. SOP Surat Masuk
Menurut Vidada (2018) surat masuk adalah semua surat yang diterima
oleh suatu perusahaan atau organisasi yang berasal dari pihak lain baik itu
perorangan atau perusahaan atau organisasi. Urgensi dari penyusunan SOP
surat masuk yaitu agar menjadi alat komunikasi, sebagai wakil dari penulis
untuk memperjelasan tahapan pengelolaan surat masuk, wewenang dan
tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait, sebagai alur tugas, untuk
mencegah kegagalan atau kesalahan, duplikasi, serta keraguan dan
menjaga unit kerja atau pegawai dari kesalahan administrasi lainnya.
2. SOP Surat Keluar
Surat keluar merupakan surat yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh
suatu instansi atau perusahaan yang telah mencantumkan tanggal, nomor,
stempel serta telah ditandatangani oleh pihak atau pejabat berwenang untuk
kemudian dikirimkan kepada pihak lain baik organisasi maupun

perseorangan.
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Urgensi dari penyusunan SOP surat keluar yaitu agar menjadi alat
komunikasi, sebagai wakil dari penulis untuk memperjelasan tahapan
pengelolaan surat keluar, wewenang dan tanggung jawab dari petugas atau
pegawai terkait, sebagai alur tugas, untuk mencegah kegagalan atau
kesalahan, duplikasi, serta keraguan dan menjaga unit kerja atau pegawai
dari kesalahan administrasi lainnya.

3. SOP Mengarsipkan Berkas Tunjangan Profesi Guru (TPG)

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014, pengertian Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah: tunjangan yang
diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai
penghargaan atas profesionalitasnya.

Urgensi dari penyusunan SOP pengarsipan berkas TPG yaitu agar
data atau dokumen penting pegawai dapat terorganisir dengan baik dan agar
mengarsipkan dokumen menggunakan prosedur yang benar dengan tujuan
agar sistem pengarsipan dan prosedur penyimpanan dokumen dapat
terstruktur dan berkualitas.

4. SOP Alur Pencairan Insentif

Insentif merupakan wujud partisipasi negara kepada para guru yang
telah mengabdi demi mencerdaskan anak bangsa dengan harapan
tunjangan ini dapat mengembangkan mutu serta layanan pendidikan.
Urgensi dari penyusunan SOP alur pencairan insentif yaitu bertujuan untuk
mengatur keberagaman proses pencairan insentif dan proses permohonan
serta pencairan insentif dapat selesai dengan teratur dan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.

5. SOP Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Sertifikasi
Tunjangan profesi merupakan pendapatan yang melebihi kebutuhan

hidup minimum dan sebagai wujud pengakuan atas profesionalisme yang
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diberikan kepada guru, pengawas sekolah dan kepala madrasah yang telah
memenuhi syarat sertifikasi pendidik serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Urgensi dari penyusunan SOP TPG
yaitu : SOP Tunjangan Profesi Guru atau Sertifikasi diperlukan dengan
maksud adanya keseragaman dalam pelaksanaan proses dari mulai verval
NRG (Nomor Registrasi Guru) sampai proses pengajuan pembayaran bagi

guru penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).



C. Kerangka Pemikiran

PERMENPAN RB
Nomor 35 Tahun 2012

Keputusan Menteri
Agama Republik
Indonesia Nomor 168
Tahun 2010

Sumber : Peneliti, 2023

Gambar 2
Kerangka Pemikiran

—> SOP Surat Masuk

SOP Surat Keluar
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